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Abstract
United Nations Commission on Intellectual Trade Law (UNCITRAL) in 
a conference held on 39th round in 2006, this round brought to the result of 
intellectual properties, specifically on the Trademarks that has been the source 
of bank financing. Then the things that to be discussed regarding to the legal 
arrangements of the rights certificate on the trademark as fiduciary assurance 
in the process of application for bank credit and also the ideal form provisions of 
the trademark as an object that used as an assurance object. The purpose of this 
writing is to find the explication of the rule of law concerning about the rights 
provision to the trademark as a fiduciary assurance after the issuance of the 
constitutions number 20 of 2016 about trademark and geographical indications, 
because in that constitution there was nothing firm as it stated on the article 
that related to the rights of the trademark as fiduciary assurance or the norm 
is blurred and implicitly stated that the rights of the trademark can be used as 
an object of fiduciary assurance. Besides that there was also the non-law factor 
and the bank policy that complicates the process in banking. Nevertheless there 
is a legal basis that arranged by the constitutions number 42 of 1999 regarding 
the fiduciary assurance and the code of civil law concerning the elements of 
the trademark that can be used as fiduciary assurance in the process of credit 
application.

Keywords: Trademarks, Fiduciary Assurance, and The Rights of Trademark

Abstrak
Un�ted Nat�ons Com�ss�on on Intellectual Trade Law ( UNCITRAL) dalam 
pertemuan yang d�selenggarakan pada putaran ke 39 ya�tu pada tahun 2006, 
putaran �n menghas�lkan kekayaan �ntelektual, khususnya Merek telah menjad� 
sumber pemb�ayaan Perbankan. Maka yang perlu d�bahas mengena� Pengaturan 
Hukum sert�f�kat Hak atas Merek sebaga� jam�nan F�dus�a dalam proses pengajuan 
kred�t d� perbankan serta ketentuan wujud �deal dar� merek sebaga� benda yang 
d�jad�kan obyek jam�nan. Tujuan dar� Penul�san adalah mencar� kejelasan aturan 
hukum mengena� ketentuan Hak atas merek sebaga� jam�nan f�dus�a setelah 
d�terb�tkannya Undang-undang no 20 tahun 2016 tentang Merek dan Ind�kas� 
Geograf�s, karena d� dalam Undang-undang tersebut t�dak menyatakan dengan 
tegas Pasal yang berka�tan dengan hak Merek sebaga� jam�nan f�dus�a atau norma 

1 Program Stud� Mag�ster Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Un�vers�tas Udayana, Denpasar Bal�. Ema�l 
bagusyud�st�ra34@yahoo.com.
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I. PENDAHULUAN
World trade organization 

(selanjutnya d�sebut sebaga� WTO) 
merupakan suatu organ�sas� yang 
bergerak d� b�dang perdagangan 
�nternas�onal khususnya hak 
atas kekayaan �ntelektual yang 
d�akomodas�kan oleh Trade Related 
Aspect of Intellectual Property Rights 
yang mula� member�kan perhat�an 
bag� masyarakat �nternas�onal sebaga� 
sumber pemb�ayaan.2 Perkembangan 
masyarakat global menjad�kan HAKI 
sebaga� akses untuk mendapatkan 
kred�t perbankan secara �nternas�onal. 
United Nations Comission on 
Intellectual Trade Law  dalam 
pertemuan yang d�selenggarakan pada 
bag�an ke-39 ya�tu pada tahun 2006, 
pertemuan �n� menghas�lkan hak 
kekayaan �ntelektual sepert� (patent, 
cipta, copryright and trademark) yang 
dapat d�jad�kan sumber pemb�ayaan 
Perbankan.3 Menjad�kan HAKI 
sebaga� jam�nan hutang k�n� semak�n 

2 Venant�a Sr� Had�ar�ant�, 2015, Memaham� 
Hukum Atas Karya Intelektual, Graf�ndo, 
Jakarta, hlm 1

3 Sr� Mulyan�, Pengembangan Kekayaan Hak 
Intelektual Sebagai Collateral (agunan) untuk 
Mendapatkan Kredit Perbankan di Indonesia, 
Jurnal Fakultas Hukum UNTAG, 2012, 
Semarang, hlm 569

d�aku� sebaga� prospek yang menar�k.4 
Termasuk salah satunya adalah Hak 
atas Merek.

Benda yang d�m�l�k� t�dak hanya 
bers�fat mater�l tetap� juga bers�fat 
�nmater��l juga perlu d�l�ndung�. 
M�salnya buah pem�k�ran yang 
berhas�l menemukan penemuan baru. 
In�lah yang d�sebut Hak Kekayaan 
Intelektual (Intellectual Property 
Right). Penc�ptaan hak m�l�k �ntelektual 
membutuhkan banyak waktu. sela�n 
keahl�an, bakat, has�l pem�k�ran, 
pekerjaan dan juga mater� yang 
d�keluarkan dalam prosesnya .5 Pada 
Tahun 2016 telah d�keluarkan Undang-
undang tentang Merek dan Ind�kas� 
Geograf�s, maka perlu d�ketahu� apakah 
dalam penerb�tan undang-undang �n� 
telah mengakomod�r jam�nan f�dus�a 
dengan jam�nan berupa sert�f�kat Hak 
atas Merek. Hal �n� berart� d� dalam 
undang-undang Nomor 20 tahun 2016 
mas�h belum jelas mengatur Hak atas 
Merek dapat d�jad�kan sebaga� Jam�nan 
d� Perbankan, walaupun terdapat 

4 Andrea Tosato, Security Interest Over 
Intellectual Property, Journal of Intellectual 
Property Law & Pract�ce vol. 6 No.2,2010, 
hlm.93-104

5 Sudargo Gautama, 1990, Segi-segi Hukum 
Milik Intelektual, Eresco, Bandung, hlm 6

kabur yang t�dak secara tegas menyatakan Hak atas Merek dapat d�jad�kan objek 
sebaga� Jam�nan f�dus�a. D� samp�ng �tu juga terdapat faktor non-hukum serta 
keb�jakan Bank yang mempersul�t prosesnya d� perbankan. Walaupun dem�k�an 
sesungguhnya terdapat dasar hukum yang d�atur oleh Undang-undang no 42 
tahun 1999 tentang jam�nan F�dus�a dan K�tab Undang-undang hukum Perdata 
mengena� unsur-unsur Merek bahwa dapat d�jad�kan sebaga� jam�nan f�dus�a 
dalam proses pengajuan kred�t.

Kata kunc� : Merek, Jaminan Fidusia, Hak Atas Merek
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ketentuan Hukum yang menyatakan 
unsur-unsur dar� suatu Merek dapat 
d�jad�kan agunan perbankan maka 
tentu terdapat norma kabur terka�t 
pengakuan yur�d�s mengena� sert�f�kat 
Hak atas Merek sebaga� Jam�nan 
F�dus�a dalam proses pengajuan kred�t 
dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 
2016.

Berdasarkan ura�an Latar 
Belakang yang telah d�jelaskan d� 
atas maka permasalahan yang dapat 
d�kemukakan adalah sebaga� ber�kut:
1. Baga�manakah Pengaturan 

Hukum terhadap Hak atas 
Merek sebaga� Jam�nan F�dus�a 
dalam Proses Pengajuan Kred�t 
berdasarkan Undang-undang 
No 20 tahun 2016 tentang Hak 
Merek dan Ind�kas� Geograf�s ?

2. Baga�manakah Ketentuan 
Hukum yang mengatur Wujud 
�deal dar� Merek Sebaga� Benda 
untuk dapat d�jad�kan sebaga� 
Objek Jam�nan F�dus�a d� 
Perbankan ?
Sebelum penel�t�an �n�, ada 

beberapa penel�t�an sebelumnya 
(or�g�nal�tas penel�t�an), yakn� :
1. Sr� Mulyan�, Real�t�as Pengakuan 

Hukum terhadap Hak atas Merek 
Sebaga� Jam�nan F�dus�a Pada 
Praktek Perbankan d� Indones�a, 
Jurnal Fakultas Hukum UNTAG, 
Vol. 11 No. 2 ed�s� Apr�l 2014, 
hal 135-148

2. Sus�lowardhan�, Problematik 
Yuridis Objek Jaminan 
Berupa Hak Merek, Tes�s MH 

Un�vers�tas Sebelas Maret, 2015
3. Bekart�n� Carol�ne, 

Pengkual�f�kas�an Merek 
Sebaga� Benda Untuk Dapat 
D�jad�kan Objek Jam�nan, Jurnal 
Wawasan Hukum Vol. 34 No. 1 
Februar� 2016, 102-113
 Tujuan khusus dar� jurnal �n� 

adalah mengetahu� pengaturan yur�d�s 
yang berka�tan dengan Sert�f�kat Hak 
atas Merek yang dapat d�gunakan 
sebaga� jam�nan F�dus�a pada lembaga 
Perbankan setelah d�terb�tkannya 
undang-undang No.20 Tahun 2016 
mengena� Merek dan Ind�kas� 
Geograf�s.

II. METODE PENELITIAN
Penel�t�an �n� merupakan proses 

menentukan aturan-aturan, asas-asas 
Hukum, Doktr�n maupun pr�ns�p 
Hukum sebaga� dasar menjawab 
permasalahan yang d�hadap�. Penel�t�an 
�n� termasuk dalam ranah kaj�an metode 
yur�d�s normat�ve. Metode yur�d�s 
normat�ve adalah tekn�k penel�t�an 
dengan mencermat� atau mempelajar� 
data-data, dokumen,  kaj�an terhadap 
peraturan, norma ataupun  asas yang 
tercantum dalam peraturan tersebut. 
Deskr�pt�f merupakan jen�s Penul�san 
yang menghas�lkan gambaran 
selengkap-lengkapnya yang berka�tan 
dengan permasalahan yang sedang 
d�tel�t�.

Landasan teor� yang d�gunakan 
d� dalam penel�t�an �n� ya�tu Teor� 
Hukum Murn� yang d�pelopor� oleh 
Hans Kelsen. Teor� �n� mendasarkan 
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kepada Hukum Pos�t�f yang bertujuan 
untuk mengkonseps�kan suatu Hukum 
yang d�gunakan sebaga� landasan yang 
d�buat dan memperoleh pengakuan 
dar� Negara.6.selanjutnya teor� �n� 
akan d�hubungkan dengan Peraturan 
Perundang-undangan Nomor 42 tahun 
1999 mengena� jam�nan F�dus�a dan 
juga Undang-undang No. 20 tahun 
2016 tentang Merek dan Ind�kas� 
Geograf�s sebaga� hukum pos�t�f  d� 
Masyarakat. 

III HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Pengaturan Hukum Hak 

Atas Merek sebagai Jaminan 
Fidusia Berdasarkan Undang-
undang no 20 tahun 2016
 Meng�ngat Hak atas Merek 

merupakan suatu benda t�dak berwujud 
maka hak atas merek dapat d�katakan 
sebaga� objek hak jam�nan kebendaan. 
Adapun c�r�- c�r� khas dar� s�fat 
kebendaan dar� Jam�nan Kebendaan 
ya�tu sebaga� ber�kut :7

1. Mem�l�k� hubungan secara 
langsung dengan benda tertentu 
yang d�kuasa� oleh Deb�tur;

2. S�fat dar� kebendaan yang b�sa 
d�pertahankan haknya maupun 
d�al�hkan kepada P�hak tertentu.

3. Mem�l�k� s�fat Dro�t de su�te, 
yang berart� hak tersebut selalu 
melekat pada bendanya d� tangan 
m�l�k s�apa pun berada;

6 Daj� Darmod�ahrjo dan S�darta, 2008, Pokok 
– pokok Filsafat Hukum, Gramed�a Pustaka 
Utama, Jakarta, hlm. 115

7 J Satr�o,2002, Hukum Hak Jaminan 
Kebendaan, Cet.Ke-4 Bandung, C�tra Ad�tya 
Bakt�, hlm 12-13

4. Mem�l�k� kedudukan yang leb�h 
t�ngg� kepada yang leb�h tua;

5. Dapat d�al�hkan atau d�p�ndah 
tangankan kepada p�hak tertentu/
orang la�n;
Berdasarkan s�fat khas dar� 

kebendaan d� atas, dapat d�s�mpulkan 
bahwa benda yang melekat pada 
jam�nan kebendaan waj�b merupakan 
suatu benda yang s�fatnya dapat 
d�p�ndah tangankan serta mem�l�k� 
n�la�. D�ka�tkan dengan hak atas 
merek, maka Hak atas merek mem�l�k� 
unsur c�r�-c�r� benda pada jam�nan 
kebendaan Hak atas merek dapat 
d�p�ndah tangankan atau d�al�hkan. 
Sebaga�mana d�sebutkan pada Pasal 
41 Undang-undang No 20 Tahun 
2016 mengena� Merek dan Ind�kas� 
Geograf�s bahwa Hak atas merek 
dapat d�al�hkan melalu� beberapa cara 
ya�tu :
a) Pewar�san;
b) Was�at;
c) Wakaf;
d) H�bah;
e) Perjanj�an atau
f) Sebab la�n yang d�benarkan oleh 

Undang-undang.
Hak atas merek yang kemud�an 

d�jad�kan sebaga� jam�nan maka akan 
tepat j�ka hak atas merek d��kat dengan 
peng�katan jam�nan berupa f�dus�a. 
Bahwasanya F�dus�a adalah suatu 
proses peng�katan Jam�nan yang juga 
berlaku menurut hukum d� Indones�a 
sela�n dar� hak tanggungan, gada�, 
cess�e, dan borgtocht (penjam�nan 
hutang). Jam�nan f�dus�a d�atur d� 
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dalam Peraturan perundang-undangan 
No.42 tahun 1999 mengena� Jam�nan 
F�dus�a. Hak atas merek dapat d�katakan 
sebaga� jam�nan f�dus�a karena sesua� 
dengan objek dar� jam�nan f�dus�a  
yang salah satunya merupakan  benda 
bergerak yang mem�l�k� wujud 
maupun yang t�dak mem�l�k� wujud ( 
Pasal 2 d� dalam undang-undang No 
42 tahun 1999). D� samp�ng Proses 
melalu� f�dus�a juga terdapat proses 
melalu� gada� sebaga� hak dar� jam�nan 
dan objeknya merupakan benda t�dak 
bergerak. Namun benda bergerak yang 
d�gada�kan b�asanya harus berbentuk 
benda bergerak yang berwujud. Hal 
tersebut kemud�an juga menjad� 
pert�mbangan d�gunakannya f�dus�a 
sebaga� hak jam�nan yang tepat bag� 
hak atas merek d� Indones�a.

 Jam�nan F�dus�a telah 
d�terapkan d� Negara Indones�a sejak 
jaman Belanda yang merupakan 
salah satu jam�nan yang d�bentuk 
dar� yur�sprudens�. Selanjutnya 
dalam perkembangannya Jam�nan 
�n� semak�n popular d�gunakan 
oleh masyarakat sebaga� sumber 
pemb�ayaan yang mencakup berbaga� 
macam transaks� termasuk transaks� 
Utang p�utang karena melalu� proses 
yang d�anggap prakt�s dan cepat, 
akan tetap� kelemahannya t�dak ada 
jam�nan kepast�an secara yur�d�s. 
Lembaga jam�nan f�dus�a member�kan 
kesempatan kepada pember� f�dus�a 
untuk tetap b�sa menggunakan benda 
yang menjad� jam�nan, seh�ngga 
pember� f�dus�a akan dapat terus 

melakukan berbaga� macam, akt�f�tas 
atau keg�atannya dar� proses f�dus�a 
tersebut. Lembaga f�dus�a pada 
awal berd�r�nya t�dak sepert� saat �n� 
d�mana objek f�dus�a terbatas pada 
benda bergerak yang berwujud saja 
sepert� m�salnya peralatan. Kemud�an 
dalam perkembangannya objek 
jam�nan tersebut ruang l�ngkupnya 
sudah mencakup termasuk benda yang 
t�dak berwujud, juga benda yang t�dak 
bergerak.8

 Pada awalnya lembaga f�dus�a 
t�mbul karena ketentuan undang-
undang yang sebelumnya mengatur 
tentang gada�, kemud�an dalam 
perkembangannya lembaga gada� 
d�anggap banyak kekurangan yang 
kurang menjam�n kesejahteraan 
masyarakat serta belum cukup untuk 
memenuh� kebutuhan orang banyak. 
Kelemahan Lembaga Gada� yang 
pal�ng utama adalah benda yang 
d�jam�nkan harus d�serahkan kepada 
pener�ma Gada� padahal justru benda 
tersebut pent�ng bag� keg�atan pember� 
Gada�.9

 Kepast�an yang t�dak jelas 
secara yur�d�s mengena� Hak atas 
merek dapat d�jad�kan objek jam�nan 
f�dus�a, t�dak ada satu pun Pasal yang 
menyatakan Hak atas Merek dapat 
d�jad�kan sebaga� objek jam�nan 
f�dus�a  berbeda dengan Hak atas 
c�pta yang d�atur d� dalam undang-
undangnya sebaga� objek jam�nan 
F�dus�a. Walaupun sesungguhnya 

8 Tan Kamelo,2006, Hukum Jaminan Fidusia 
: Suatu Kebutuhan yang Didambakan (Edisi 
Revisi), Alumni, Bandung,hlm. 82

9 Ibid, hlm. 57
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undang-undang �n� adalah undang-
undang baru namun t�dak berbeda 
dengan Undang-undang no 15 tahun 
2001 juga mengena� merek sebelumnya 
t�dak tercantum dan d�atur mengena� 
penjelasan �n�.

 Dasar pengaturan yur�d�s 
yang lemah d�mana t�dak d�aku�nya 
merek sebaga� jam�nan f�dus�a juga 
d�pengaruh� faktor d�luar hukum ya�tu 
keb�jakan Bank d�mana masyarakat 
perbankan belum mengaku� merek 
sebaga� (agunan), adalah collateral 
faktor ekonom�. Sebaga�mana 
pendapat masyarakat perbankan 
apab�la merek akan d�jad�kan harus 
memenuh� fungs� collateral jam�nan 
ya�tu adanya kepast�an, n�la� ekonom�, 
dan pangsa pasar (marketable).adanya 
faktor ekonom� dan juga keb�jakan 
dar� p�hak perbankan juga merupakan 
salah satu kesul�tan yang menghambat 
merek sebaga� jam�nan f�dus�a, 
keb�jakan Bank dalam men�la� benda 
sebaga� jam�nan ya�tu terutama dalam 
mengukur n�la� dar� benda tersebut, 
karena t�dak semua merek mem�l�k� 
n�la� ekonom�. S�ngkatnya hanya merek 
yang mem�l�k� n�la� ekonom� saja yang 
mampu d�pert�mbangkan untuk dapat 
d�jad�kan sebaga� objek jam�nan. yang 
memenuh� syarat untuk d�jad�kan 
jam�nan utama dalam  pemb�ayaan , 
ya�tu antara la�n merek tersebut dapat 
d�perjualbel�kan dan mempunya� pasar 
(markertable).10

10  Sr� Mulyan�, Realita Pengakuan Hukum 
Terhadap Hak Atas Merek Sebagai Jaminan 
Fidusia Pada Praktik Perbankan di Indonesia, 
Jurnal Fakultas Hukum UNTAG, Vol.11 No.2 
Ed�s� Apr�l 2014, hlm.147

Berdasarkan dar� ketentuan 
hukum yang ada bahwa terdapat 
beberapa alasan merek dapat d�jad�kan 
sebaga� jam�nan f�dus�a. Alasan 
Merek dapat d�jad�kan objek jam�nan 
f�dus�a tersebut sesua� dengan apa 
yang d�kemukakan Sr� Soedew� bahwa 
terdapat beberapa Pr�ns�p yang utama 
atas jam�nan f�dus�a ya�tu :11

1. Berdasarkan prosedurnya, 
pener�ma f�dus�a hanya mem�l�k� 
kapas�tas sebaga� pemegang 
sementara jam�nan, bukan 
sebaga� penguasa jam�nan 
sebenarnya..

2. Pener�ma f�dus�a berhak 
mengeksekus� barang jam�nan 
setelah adanya kelala�an dar� 
p�hak deb�tur yang t�dak 
melaksanakan kewaj�bannya .

3. Apab�la kewaj�ban f�dus�a 
telah terpenuh� maka objek 
yang d�jad�kan jam�nan harus 
d�serahkan kepada pember� 
f�dus�a .

4. Apab�la has�l dar� lelang barang 
jam�nan meleb�h� n�la� dar� 
tunggakan p�njaman deb�tur 
maka keleb�han tersebut waj�b 
d�kembal�kan kepada pember� 
f�dus�a.
Leb�h lanjut, suatu penjam�nan 

f�dus�a harus d�laksanakan dengan 
memperhat�kan ketentuan-ketentuan 
serta tata cara sebaga� ber�kut :

11 Sr� Soedew� Masjchoen Sofwan , 1975, Hukum 
Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum 
Jaminan dan Jaminan Perorangan, L�berty, 
Yogyakarta,hlm.27
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1. Dalam Pasal 6 dalam undang-
undang nomor 42 tahun 1999 
mengena� jam�nan F�dus�a 
bahwa jam�nan tersebut harus 
d�nyatakan d� dalam suatu akta 
notar�es yang memuat  :

 a) Ident�tas p�hak pember� dan 
pener�ma

 b) Data d� dalam perjanj�an 
pokok yang d�jam�n f�dus�a

 c) Penjelasan mengena� 
benda yang d�jad�kan objek 
jam�nan f�dus�a

 d) N�la� dar� penjam�nan, dan
 e) N�la� dar� benda yang 

d�jad�kan objek jam�nan 
f�dus�a

2. Jam�nan F�dus�a waj�b melalu� 
proses pendaftaran dengan 
d�ajukan secara onl�ne dengan 
d�tujukan kepada Kantor 
Pendaftaran F�dus�a.

3. Pada penjelasan Pasal 13 
undang-undang nomor 42 tahun 
1999 mengena� jam�nan f�dus�a, 
permohonan pendaftaran dar� 
F�dus�a waj�b mengajukan 
permohonan dengan 
melamp�rkan persyaratan 
pendaftaran F�dus�a yang �s�nya 
memuat:

 a) Ident�tas p�hak Pember� dan 
pener�ma f�dus�a

 b) Tanggal, nomor akta 
jam�nan F�dus�a, nama, 
tempat kedudukan notar�es 
yang membuat akta jam�nan 
f�dus�a

 c) Data perjanj�an pokok yang 
d�jam�n f�dus�a

 d) Ura�an mengena� benda 
yang menjad� obyek 
Jam�nan F�dus�a

 e) N�la� penjam�nan, dan
 f) N�la� benda yang menjad� 

objek jam�nan f�dus�a
4. Selanjutnya pener�maan pada 

Permohonan secara lengkap 
kemud�an Kantor Pendaftaran 
F�dus�a akan menyerahkan 
Sert�f�kat Jam�nan F�dus�a 
kepada pener�ma F�dus�a dengan 
mencantumkan tanggal yang 
sama dengan tanggal d�ter�manya 
permohonan pada pendaftaran..
Dengan memperhat�kan 

penjabaran d�atas, maka dalam hal 
terjad� penjam�nan hak atas merek 
d� Indones�a maka waj�b d�lakukan 
pencatatan penjam�nannya d� kantor 
pendaftaran jam�nan, dalam hal �n� 
Kantor Pendaftaran F�dus�a. Kemud�an 
mengena� pencatatan pengal�han 
d� D�rektorat Jenderal HAKI d� 
Kementer�an Hukum dan Hak Asas� 
Manus�a t�dak perlu d�daftarkan 
sebelum terjad�nya wanprestas� 
dar� pem�l�k hak atas merek sebaga� 
penjam�n dalam melunas� kewaj�ban 
pembayaran hutangnya. Hal tersebut 
karena adanya pert�mbangan bahwa 
dengan penjam�nan, hak kebendaan 
hak atas merek sebaga� objek benda 
yang d�jam�nkan t�daklah beral�h atau 
berp�ndah tangan kepada pener�ma 
jam�nan. Sementara pengal�han yang 
waj�b d�catatkan d� D�rektorat Jenderal 
HAKI Kementer�an Hukum dan Hak 
Asas� Manus�a adalah pengal�han yang 
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d�serta� dengan t�ndakan pember�an 
atau penyerahan hak kebendaan kepada 
p�hak yang mener�ma pengal�han.12

3.2. Ketentuan Hukum yang 
mengatur Wujud Ideal dari 
Merek sebagai Jaminan 
Fidusia.
Konteks Hukum Perdata 

menjelaskan bahwa yang d�maksud 
dengan benda adalah segala sesuatu 
yang dapat d�kuasa� oleh hak 
m�l�k, dengan dem�k�an yang dapat 
menguasa� hak m�l�k tersebut adalah 
subyek hukum, sedangkan hak 
yang d�bebankan tersebut  adalah 
obyek hukum.13penjelasan mengena� 
ketentuan benda �n� d�atur pada Buku 
II KUHPerdata yang berbeda dengan 
�lmu d�s�pl�n d� b�dang f�s�ka, bahwa 
d�jelaskan Bulan adalah suatu benda 
(angkasa), dan d� dalam penjelasan 
Hukum Perdata bulan t�dak dapat 
d�katakan suatu benda karena t�dak 
ada yang mampu mem�l�k�nya .

Aturan mengena� Hukum Benda 
dalam Buku II K�tab undang-undang 
Hukum Perdata menerapkan system 
Tertutup, yang mengandung pengert�an 
bahwa orang t�dak d� �z�nkan untuk 
mengadakan hak-hak kebendaan sela�n 
dar�pada yang telah menjad� ketentuan 
dalam undang-undang �n�. D� samp�ng 
�tu juga Hukum benda mem�l�k� s�fat 
yang memaksa  (dwingendknrecht), 
art�nya harus d�taat�, t�dak boleh ada 

12  Agn�ya Anggraen�,Op.cit, hlm.19
13  J Satr�o, 2002, Hukum Janinan Hak Jaminan 

Kebendaan, Cet. Ke-4 Bandung, C�tra Ad�tya 
Bakt�, hlm. 12-13

peny�mpangan, termasuk menc�ptakan 
peraturan baru yang berlawanan 
dar� apa yang telah menjad� aturan 
yang d�tetapkan. KUHPerdata juga 
menjelaskan bahwa benda t�dak semata 
mata benda yang selalu berwujud 
atau dapat d�sentuh/d�raba oleh panca 
�ndera mela�nkan juga termasuk benda 
yang t�dak mem�l�k� wujud sepert� Hak 
Kekayaan Intelektual seseorang. Ist�lah 
benda juga mencakup segala yang 
menyangkut dengan harta kekayaan 
ya�tu tag�han/p�utang dan segala hak –
hak la�nnya sepert� depos�to dan bunga 
p�njaman.

Penjelasan benda secara 
yur�d�s menurut Pasal 499 K�tab 
undang-undang Hukum Perdata ya�tu 
segala sesuatu yang dapat d�kuasa� 
atau menjad� objek hak m�l�k. 
Kes�mpulannya bahwa benda dalam 
penjelasan Undang-undang adalah 
adanya hak yang melekat pada benda 
tersebut seh�ngga dapat d�m�l�k� atau 
d�kuasa�. Maka ba�k benda maupun 
segala sesuatu yang t�dak mampu atau 
t�dak dapat d�kuasa� maka t�dak dapat 
d�art�kan sebaga� benda, sepert� yang 
d�jelaskan dalam �lmu f�s�ka ya�tu 
matahar�, b�ntang dan bulan...14

Mesk�pun penjelasan mengena� 
benda d� dalam K�tab Undang-undang 
Hukum Perdata mel�put� t�dak hanya 
benda mem�l�k� wujud saja, tetap� 
sebag�an besar substans� dar� Buku 
II mengena� benda mengatur benda 
yang mem�l�k� wujud. Penjelasan 
14 T�t�k Tr�wulan Tut�k,2010,Hukum Perdata 

dalam Sistem Hukum Nasional, Kencana, 
Jakarta,hlm.143
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benda yang t�dak mem�l�k� wujud 
t�dak d�kenal d� dalam Hukum Adat, 
karena sudut pandang masyarakat 
Indones�a cenderung kepada hal yang 
bers�fat belaka saja (concret denken) 
berbeda dengan sudut pandang orang 
barat yang leb�h mengedepankan 
yang ada dalam p�k�rannya (abstract 
danke.)15 Sela�n �tu, �st�lah zaak d� 
dalam K�tab Undang-undang Hukum 
Perdata bukan selalu mengart�kan 
suatu benda, namun dapat berart�  hal 
yang la�n sepert� sepert� : “Perbuatan 
Hukum” ( Pasal 1792 KUHPerdata), 
atau “Kepent�ngan” (Pasal 1354 
KUHPerdata), dan t�dak terlepas juga 
berart� ”Kenyataan Hukum” (Pasal. 
1263 KUHPerdata).

 Asas-asas benda sebaga� 
dasar penormaan Hukum Kebendaan, 
sebaga� ber�kut.16

1. Hukum Kebendaan adalah 
hukum yang mem�l�k� s�fat 
memaksa / t�dak dapat d� langgar 
atau d�s�mpang� (dwinget recht).

 Sebaga� Hukum memaksa maka 
aturan mengena� ketentuan 
dalam hukum kebendaan yang 
tercantum pada undang-undang 
t�dak boleh d�s�mpang� atau 
d�t�adakan oleh seorang dan para 
p�hak.

2. Hak Kebendaan dapat d�p�ndah 
tangankan / d�al�hkan :

 Pada pr�ns�pnya segala hak 
kebendaan b�sa d�p�ndah 

15  W�rjojo Prodjod�koro dalam R�duan Syahran�, 
1981, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum 
Perdata, Alumn�, Bandung, hlm.108.

16 Rachmad� Usman,2011, Hukum Kebendaan, 
S�nar Graf�ka, Jakarta,hlm. 47

tangankan /serta dapat d�ber�kan 
kepada s�apa pun, dengan syarat 
yang bersangkutan mem�l�k� 
kewenangan tersebut.

3. Asas Ind�v�dual�tas (Individu-
alitiet)

 Objek Hak Kebendaan yang 
akan senant�asa barang yang 
dapat d�tentukan dan merupakan 
suatu kesatuan.

4. Asas Total�tas / Menyeluruh atas 
Benda (Totaliteit)

 Segala Hak Kebendaan akan 
selalu melekat pada keseluruhan 
objek bendanya sepert� 
yang tercantum dalam Pasal 
500,588,606 KUHP perdata.

5. Asas T�dak Dapat D�p�sahkan 
(Onsplitsbaarheid)

 Hak atas segala kebendaan t�dak 
dapat d�al�hkan sebag�an.

6. Asas Pr�or�tas (Prioriteit)
 Hak Pr�or�t�f merupakan Hak 

yang mengutamakan terjad�nya 
d�menangkan dengan hak yang 
akan terjad� kemud�an

7. Asas Percampuran (Vermenging)
 Pada Hak atas Kebendaan yang 

terbatas pada wewenang nya, 
hanya mungk�n atas pada barang 
m�l�k p�hak la�n, dan t�dak 
menutup kemungk�nan terhadap 
barangnya send�r�. Pengaturan 
serta Perlakuan yang berbeda 
tentu berbeda pula pada benda 
yang berbeda. hal tersebut 
sesua� dengan pembedaan pada 
benda yang akan membawa 
konsekuens� atau ak�bat, serta 
pengaturan dan perlakuan 
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terhadap benda yang berbeda.
8. Asas Publ�s�tas (Publiciteit)
 Pada Pr�ns�pnya beral�hnya suatu 

Hak m�l�k dan pembebanan 
suatu benda yang t�dak bergerak 
d�waj�bkan untuk d�daftarkan. 
Hal �n� tentu berbeda dengan 
benda yang t�dak Bergerak yang 
waj�b d�daftarkan.

9. S�fat Perjanj�annya sebaga� 
Perjanj�an pada kebendaan 
(Zakelijke Overcenkomst)

 Adanya s�fat perjanj�an dalam 
set�ap pengadaan bahwa 
hakekatnya dalam set�ap Hukum 
perjanj�an mem�l�k� s�fat dar� 
asas kebendaan serta d� dalam 
set�ap hak yang melekat pada 
kebendaan serta merta melekat 
pada s�fat dar� hukum perjanj�an 
tersebut .
Doktr�n dalam Hukum Perdata 

membedakan macam macam benda 
salah satunya asas benda yang bergerak. 
Benda yang bergerak merupakan benda 
yang berdasarkan s�fat asl�nya dapat 
al�hkan (Pasal 509 KUHPerdata)benda 
yang bergerak karena ketentuan 
Undang-undang adalah hak yang 
selalu melekat pada benda tersebut. 
(Pasal 511KUHPerdata), m�salnya 
hak memungut has�l atas benda yang 
bergerak dan hak mempergunakan atas 
benda yang bergerak serta termasuk 
saham-saham Perusahaan.

 Benda bergerak tersebut 
d�bedakan atas dua ya�tu :17

1. Benda yang berdasarkan 

17  T�t�k Tr�wulan Tut�k, op.cit, hlm. 147

“s�fatnya” bergerak yang 
mengandung pengert�an bahwa 
benda tersebut dapat d�al�hkan 
dar� suatu tempat berp�ndah ke 
tempat yang la�n sepert� sepeda 
motor, mob�l dan yang la�n.

2. Benda yang berdasarkan 
penetapan dar� undang-undang 
sebaga� suatu benda yang 
bergerak adalah segala hak 
yang t�mbul d� atas benda-
benda bergerak. Sepert� halnya 
memet�k has�l serta hak untuk 
mempergunakan, dan hak 
terhadap bunga yang waj�b 
d�bayar selama h�dup seseorang.

Penjelasan Pasal 95 pada 
undang-undang no 20 tahun 2016 
tentang hak merek dan Ind�kas� 
Geograf�s menyatakan bahwa 
sert�f�kat hak atas merek merupakan 
bukt� hak yang terdaftar. Hak atas 
merek tersebut adalah benda bergerak 
yang t�dak berwujud. Hal �n� d�dasar� 
atas pengert�an dar� hak terhadap 
merek yang salah satu hak eksklus�f 
yang d�persembahkan oleh Negara 
pada Pem�l�k Merek yang telah 
terdaftar. Dengan pengert�an tersebut 
menandakan adanya unsur hak m�l�k 
dalam hak terhadap merek tersebut.

Sebuah merek waj�b d�daftarkan. 
Hal �n� d�sebabkan hak terhadap 
Merek adalah hak yang khusus 
d�persembahkan oleh Pemer�ntah 
atau Negara untuk Pem�l�k merek 
mempergunakan Merek tersebut serta 
meng�z�nkan kepada p�hak tertentu 
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untuk mengelolanya. Oleh karena �tu 
Merek perlu terdaftar pada D�rektorat 
Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. 
Pendaftaran tersebut adalah hal yang 
pent�ng untuk konsumen, karena 
dar� konsumen merek tersebut 
dapat member�kan royalty bag� 
pem�l�knya yang tentunya barang yang 
d�perdagangkan mem�l�k� kual�tas 
yang ba�k.18

Sesuatu yang mem�l�k� unsur 
hak m�l�k dapat d�katakan sebaga� 
benda. Berdasarkan penjelasan Pasal 
499 KUHPerdata bahwa kebendaan 
mem�l�k�  art� sebaga� t�ap-t�ap barang 
dan t�ap- t�ap hak yang dapat d�kuasa� 
oleh hak m�l�k. Dan menurut penjelasan 
Pasal 570 KUHPerdata juga d�art�kan 
sebaga� hak untuk men�kmat� suatu 
kebendaan dengan leluasa dan dengan 
kedaulatan sepenuhnya bert�ndak bebas 
atas kebendaan tersebut, selama t�dak 
bertentangan dengan ketentuan hukum 
yang telah menjad� ketetapan penguasa, 
serta t�dak men�mbulkan kegaduhan 
bag� hak-hak p�hak tertentu, terhadap 
�tu dengan t�dak mengurang� adanya 
pencabutan hak dem� kepent�ngan 
umum menurut ketentuan undang-
undang dengan sejumlah pembayaran 
untuk gant� rug�. Dengan dem�k�an 
dapat d�katakan bahwa hak kebendaan 
�tu bers�fat mutlak atau absolute..

Hak absolute pada hak atas merek 
dapat d�l�hat apab�la mel�hat ke dalam 
Bab XVIII Ketentuan P�dana d�mula� 
dar� Pasal 103 sampa� dengan Pasal 
18  Suyud Margono, 2011, Hak Milik Industri : 

Pengaturan dan Praktek di Indonesia, Ghalia 
Indonesia, Bogor,hlm. 79

105 Undang-undang No 20 tahun 2016. 
Hal �n� merupakan tanda adanya hak 
absolute dalam hak atas merek karena 
dalam hal terjad�nya pelanggaran, hak 
atas merek dapat d�pertahankan dar� 
p�hak mana pun yang melanggarnya. 
Sela�n �tu rumusan dalam Bab XVIII 
tersebut menunjukkan adanya tanda 
s�fat drout de suite yang melekat 
dalam hak atas merek, sebab d�mana 
pun hak atas merek d�pergunakan dan 
oleh s�apa pun, tetap saja pem�l�k hak 
atas merek mempunya� hak atas hak 
atas mereknya  dan oleh karena �tu 
�a berhak menuntut p�hak la�n yang 
mempergunakan hak atas merek yang 
d�m�l�k�nya tanpa persetujuannya 
terleb�h dahulu.19

IV. KESIMPULAN
1. Pengaturan hukum terhadap 

Hak atas Merek sebaga� jam�nan 
f�dus�a dalam proses pengajuan 
kred�t berdasarkan Undang-
undang No 20 tahun 2016 
mengena� hak atas merek dan 
Ind�kas� Geograf�s kurang jelas 
atau kabur karena t�dak ada satu 
pun Pasal yang menyatakan 
Hak atas Merek dapat d�jad�kan 
sebaga� objek jam�nan f�dus�a, 
sedangkan d� dalam Pasal 41 
d�sebutkan bahwa Hak atas 
Merek dapat d�al�hkan salah 
satunya karena perjanj�an 

19  Agn�ya Anggren�, Hak Atas Merek sebaga� 
Jam�nan Perusahaan : Dalam Pelaksanaannya 
di Indonesia, Amerika Serikat, China, 
Inggris dan Singapura, “Tes�s FH UI”, 
(Jakarta,2015)hlm.27
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dengan syarat bahwa perjanj�an 
tersebut setelah d�al�hkan harus 
d�mohonkan pencatatannya 
kepada menter� dan kepada 
d�rektorat Jenderal HAKI, dan 
yang d�sebutkan d� Pasal �n� 
cukup jelas menyebutkan bahwa 
hak terhadap Merek tersebut 
dapat d�ajukan ke dalam proses 
perjanj�an termasuk perjanj�an 
kred�t sebaga� jam�nan f�dus�a d� 
perbankan.

2. Berdasarkan ketentuan Hukum 
yang mengatur wujud �deal dar� 
Merek bahwa Merek adalah 
benda bergerak yang t�dak 
mem�l�k� wujud yang d� dalam 
ketentuan juga sebaga� objek 
jam�nan f�dus�a Karena Merek 
merupakan Hak Atas Kekayaan 
Intelektual dapat d�kategor�kan 
benda. Dalam penjelasan Pasal 
499 sampa� dengan Pasal 505 
KUHPerdata menyebutkan 
bahwa kebendaan adalah t�ap-
t�ap barang dan t�ap-t�ap hak 
yang dapat d�kuasa� oleh hak 
m�l�k, serta dalam penjelasan 
Pasal 503,504, dan Pasal 505 
KUHPerdata d�tentukan kedalam 
benda yang bertubuh dan t�dak 
bertubuh, serta benda yang 
bergerak dan t�dak bergerak, 
dan dalam penjelasan Pasal 
1 Undang-undang Nomor 42 
tahun 1992 d�sebutkan bahwa 
jam�nan f�dus�a merupakan 
hak jam�nan terhadap benda 
bergerak ba�k yang berwujud 

maupun yang t�dak berwujud. 
Dar� kes�mpulan d� atas yang 
d�maksud kategor� benda ya�tu 
mel�put� suatu barang dan juga 
hak, barang tertuju pada benda 
yang mem�l�k� wujud dan hak 
tertuju pada benda yang t�dak 
mem�l�k� wujud. Berdasarkan 
dar� s�fatnya maka hak terhadap 
merek d�kategor�kan sebaga� hak 
kebendaan yang bergerak yang 
t�dak berwujud. Berdasarkan 
ketentuan – ketentuan Hukum d� 
atas semest�nya Hak atas Merek 
dapat d�gunakan sebaga� objek 
jam�nan untuk memperoleh 
sumber pemb�ayaan.
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